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BELANJA online dari luar negeri atau men-
dapat paket kiriman dari luar negeri? Lang-
kah-langkah yang perlu dilakukan adalah 
sebagai berikut :

Pertama, minta nomor resi/Consignment 
Note (CN)/AWB air way bill kepada pengi-
rim/penjual barang. Nomor ini pasti ada 
pada setiap barang kiriman dari luar negeri. 

Kedua, check atau tracking status barang 
kiriman. Tracking barang kiriman dapat 
dilakukan secara mandiri melalui www.
beacukai.go.id/barangkiriman atau dapat 
juga melalui aplikasi Mobile Bea Cukai yang 
dapat diunduh di playstore. Tracking dilaku-
kan dengan memasukkan nomor resi/
Consignment Note (CN)/AWB air way bill. 
Dari hasil tracking tersebut dapat diketahui 
tentang status barang kiriman.

Ketiga, follow up dari hasil 
tracking tersebut. Jika anda men-
dapati bahwa status barang ki-
riman anda adalah NPD (Nota 
Permintaan Dokumen/Data) itu 
artinya anda diminta untuk me-
lengkapi dokumen/data yang 
diperlukan, misalnya invoice, 
bukti transaksi pembelian, atau 
dokumen lainnya yang diperlukan terkait 
dengan adanya aturan larangan dan pem-
batasan, misalnya untuk produk obat dan 
makanan harus ada ijin dari BPOM, untuk 
produk tumbuhan/hewan harus ada ijin 
dari balai karantina, dan sebagainya. Doku-
men-dokumen tersebut dapat dikirimkan 
langsung ke kantor pos Plemburan Yogya-
karta atau melalui email : beacukai.poslalu-
bea@gmail.com

Keempat, membayar/melunasi tagihan pung-
utan negara berupa Bea Masuk dan Pajak Da-
lam Rangka Impor (PPN, PPnBM, dan PPh 
Ps.22 impor). Pembayaran dapat dilakukan 
melalui bank/pos persepsi berdasarkan kode 
billing yang diterbitkan oleh kantor bea cukai.

Berapa tarif Bea Masuk (BM) dan Pajak 
impor atas barang kiriman? Barang kiriman 
dengan nilai FOB :
• s.d. USD 3, dibebaskan dari BM, namun 

dikenakan PPN 10 persen
• USD 3 s.d. USD 1.500, dikenakan BM 7,5 

persen dan PPN 10 persen
 Dikecualikan dari ketentuan ini adalah 

tiga jenis barang, yaitu :
- Tas, BM : 15-20 persen
- Sepatu, BM : 25-30 persen
- Produk tekstil, BM : 15-25 persen

• Plus PPN 10% dan PPh 7,5-10 persen
• Lebih dari USD 1.500 dikenakan tarif 

MFN (tarif umum)
Kelima, setelah melakukan pembayaran 

maka barang kiriman dapat diambil ke kan-
tor pos atau petugas kantor pos 
akan mengantarkan paket barang 
kiriman ke alamat penerima 
barang.

Keenam, jika Anda tidak setu-
ju dengan keputusan/penetapan 
nilai pabean yang dilakukan oleh 
pejabat bea dan cukai, maka 
dapat mengajukan keberatan 
(proses keberatan atas peneta-

pan nilai pabean akan dibahas pada edisi 
selanjutnya).

Ketujuh, waspada tentang penipuan terkait 
barang kiriman. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan :
• Jangan pernah melakukan transfer se-

jumlah uang ke rekening pribadi seseorang. 
Ingat, bahwa tagihan pungutan negara 
hanya dibayarkan melalui bank/kantor 
pos persepsi berdasarkan kode billing 
yang diterbitkan oleh kantor bea cukai.

• Jika pada saat anda melakukan tracking 
dengan memasukkan nomor resi/nomor 
CN/nomor AWB dan data/barang kiriman 
anda tidak ditemukan, maka Anda patut 
curiga akan terjadinya penipuan.

A to Z tentang Barang
Kiriman/Paket dari Luar Negeri
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Lagi Dua Kepala 
OPD Positif Covid-19

JOGJA, Radar Jogja -  Persebaran 
kasus Covid-19 kembali terjadi 
di lingkungan Pemkot Jogja. Ter-
anyar, dua kepala OPD di Pem-
kot Jogja dinyatakan positif 
Covid-19 dan kategori dalam 
orang tanpa gejala (OTG). 

Ketua Harian Satgas Penanga-
nan Covid-19 Kota Jogja, Heroe 
Poerwadi (HP) mengatakan dua 
kepala organisasi perangkat dae-
rah (OPD) tersebut pada Dinas 
Komunikasi Informatika dan 
Persandian (Diskominfosan) 
serta Dinas Pekerjaan Umum 
Perumahan dan Kawasan Per-
mukiman (DPUPKP). ”Di  Kominfo 
(Diskominfosan) memang ada 
kepala dinas dan sekdin dan 

satu staf yang terkena. Makanya 
kami kurangi aktivitasnya bebe-
rapa teman di Kominfo,” katanya 
di Tugu Pal Putih kemarin (7/12). 

HP menjelaskan kasus ini berawal 
dari satu staf Diskominfosan yang 
terpapar Covid-19 setelah me miliki 
riwayat perjalanan luar kota dari 
Tangerang. Kemudian kontak 
terjadi, dan virus korona itu me-
nularkan ke Kepala  Diskominfosan 
dan Sekretaris Diskominfosan. 
”Dan sebaran dari kepala dinas 
Kominfo (Diskominfosan),  semalam 
Kepala Dinas PU (DPUPKP) juga 
positif,” ujarnya. 

Kenapa tracing dilakukan  hingga 
Kepala Dinas PUPKP? Ini karena 
setelah diketahui oleh tim Satgas 
bahwa Kepala Dinas PUPKP dan 
Diskominfosan tersebut pernah 
dalam satu kesempatan berada 
dalam satu forum bersama-sama 

belum lama ini. Sehingga, tes 
usap dilakukan dan dinyatakan 
positif. ”Kondisi mereka semua 
OTG. Dan tracing masih bergulir, 
maka hari ini teman-teman PU 
sedang isolasi mandiri dan mau 
di-swab, tapi layanan masih bisa 
dilayani dengan baik,” jelasnya. 

Mantan wartawan itu tidak 
menampik, bahwa persebaran 

kasus Covid-19 semakin masif 
dan menyebar di lingkungan 
Pemkot Jogja. Antara lain Kantor 
Diskominfosan, Kantor BKPP, 
dan DPUPKP. Namun, kebijakan 
work from home (WfH) belum 
menjadi opsi yang diberlakukan 
untuk semua jajarannya. ”Belum 
(wacana untuk WfH). Tapi  sekarang, 
terutama untuk teman-teman 
dinas yang kena itu sebagian ya 
sudah WfH,” terangnya. 

Pun, Ketua DPD PAN Kota  Jogja 
itu juga tidak mau gegabah.  Dengan 
persebaran yang masif tersebut, 
belum berarti kasus di  lingkungan 
pemkot itu bisa dikatakan sebagai 
klaster. Namun demikian, kasus 
dari Kepala Diskominfosan ke 
Kepala DPUPKP tersebut memang 
sudah generasi ke tiga. 

”Nah apakah Pak Kadis PU ini 
dapatnya dari Pak Kepala Dinas 

Kominfo apa enggak belum tahu. 
Kalau itu dapatnya dari Kadis 
Kominfo ya mungkin sudah  klaster. 
Tapi kalau itu bukan ya tidak,” 
imbuhnya. 

Pemkot dalam hal ini, masih 
menunggu keterangan dari Dinas 
Kesehatan. Apakah kasus Covid-19 
pada Kepala Dinas PUPKP saling 
berkaitan dengan Kepala Disko-
minfosan. 

”Apakah dari K  ominfo pindah 
ke Dinas PU ada kaitannya atau 
tidak. Kalau ada kaitannya ya 
menjadi klaster itu,” jabarnya. 

Terpisah, Kepala DPUPKP  Kota 
Jogja Hari Setyawacana mengata-
kan saat ini tengah menjalani 
isolasi mandiri di rumah pribadi-
nya. ”Alhamdulillah saya tetap 
sehat saat ini. Untuk layanan 
kedinasan tetap jalan,” ungkap-
nya. (wia/pra/by) 

WINDA ATIKA IRA P / RADAR JOGJA

Heroe Poerwadi

Berawal dari Riwayat Perjalanan Dinas

Paling Besar Hotel 
Peroleh Rp 1 Miliar

JOGJA, Radar Jogja - Dana hibah pariwisata dari 
Kemenparekraf dalam proses pencairan oleh Pemkot 
Jogja. Dana tersebut diperuntukkan bagi pelaku usaha 
hotel dan restoran. 

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Setda Kota Jogja Kadri Renggono 
mengatakan, ditargetkan pekan ini dana sudah bisa 
diterima oleh masing-masing hotel dan restoran yang 
telah ditetapkan sebagai penerima. ”Nilai tertinggi yang 
diterima industri pariwisata adalah Rp 1 miliar, dan 
terendah ratusan ribu rupiah,” katanya kemarin (7/12). 

Kadri menjelaskan jumlah dana hibah pariwisata yang 
diterima oleh tiap pelaku hotel dan restoran tersebut 
bervariasi. Adapun nominal tertinggi ada satu hotel 
yang bisa memperoleh sebesar Rp 1 miliar. ”Tapi ada 
juga yang hanya menerima kurang dari Rp 1 juta,” 
ujarnya. 

Kenapa bervariasi? Ini karena nominal yang diterima 
berdasarkan sumbangsih pajak yang telah disetorkan ke 
pemerintah. ”Terkait penggunaan dana hibah 
pariwisata, ini menjadi kewenangan penuh bagi 
penerima sepanjang menunjang operasional,” jelasnya. 

Sehingga, penggunaan dana hibah pariwisata dia 
menyebut bisa 
dimanfaatkan untuk 
membayar gaji pegawai, 
menyiapkan prasarana, 
memeprkuat pemasaran 
dan lain sebagainya. 
Terkait penggunaan dan 
ini juga diwajibkan ada 
pelaporan 
pemanfaatannya. ”Misal 
untuk gaji pegawai, bukti 
pembayarannya harus 
disertakan,” terangnya. 

Adapun, total hibah pariwisata yang diterima Kota 
Jogja mencapai sekitar Rp 33 miliar. Sebanyak 70 persen 
di antaranya diperuntukkan bagi hotel dan restoran, dan 
sisanya 30 persen dikelola oleh Dinas Pariwisata. 
Khusus bagi pelaku hotel dan restoran, semula terdapat 
315 usaha yang lolos administrasi. Akan tetapi setelah 
dilakukan verifikasi oleh Inspektorat, hanya 292 usaha 
yang berhak menerima. ”Ada beberapa yang layak itu 
namun pemberkasannya terlambat. Sedang kami 
koordinasikan apakah masih bisa diusulkan lagi atau 
tidak,” tambahnya. 

Ketua BPD PHRI DIJ, Deddy Pranowo Eryono 
mengklaim dana hibah ini sangat dibutuhkan oleh para 
pengelola hotel. Setidaknya untuk membayar pajak 
bumi dan bangunan (PBB). Pun jika masih tersisa dana 
tersebut dapat digunakan untuk membayar gaji 
karyawan, hingga BPJS. ”Semua harus ada 
pertanggungjawaban karena ini dana hibah, harus ada 
laporan ke pemerintah daerah,” katanya. 

Menurut dia, bantuan dana hibah ini bisa menjadi 
pelecut karena bisa mengurangi beban operasional yang 
selama ini juga ikut terdampak pandemi Covid-19. Pun 
hotel yang masuk kriteria dapat bantuan tersebut harus 
memenuhi persyaratan mulai dari memiliki tanda daftar 
usaha pariwisata hingga memiliki bukti pembayaran 
pajak pada 2019. ”Hotel dan restoran di DIJ kurang lebih 
ada 500-an. Semua layak mendapatkan bantuan, tapi 
diprioritaskan yang memenuhi syarat itu,” tambahnya. 
(wia/pra/by) 

UAD FOR RADAR JOGJA

VIRTUAL: Peserta kuliah umum applied linguistics yang digelar prodi 
PBI FKIP UAD Jogjakarta dan diikuti sekitar 300 peserta.

JOGJA, Radar Jogja - Program 
studi Pendidikan Bahasa Inggris 
(PBI) FKIP Universitas Ahmad 
Dahlan (UAD) Jogjakarta meng-
adakan kuliah umum dengan 
tema Linguistic For English 
Teacher: What and Why? yang 
dilaksanakan via zoom meeting 
dan streaming YouTube. Acara 
ini diikuti oleh sekitar 300-an 
peserta yang terdiri dari dosen, 
alumni, dan mahasiswa PBI 
UAD, serta Guru Baha-
sa Inggris di Jogjakar-
ta dan kota-kota lain 
di Indonesia. 

Kuliah umum ini 
dibuka dengan sam-
butan dari Ketua Prodi 
PBI, Dr. Ani Susanti, M.Pd.
BI. Dimoderatori oleh Dosen 
PBI UAD Dr. Ikmi Nur Oktavi-
anti, dan dipandu oleh pembawa 
acara Pamastu Narpaduita. 

Narasumber, dosen pakar di 
bidang linguistik dari Univer-
sitas Negeri Malang dan Unis-
ma Prof. A. Effendi Kadarisman, 
Ph.D. memaparkan materi 
tentang hubungan antara 
Linguistics dengan English Lang-
uage Teaching (ELT).

”Linguistik dapat turut mem-
bantu ELT dalam menghadapi 
problem pengajaran dan pem-
belajaran, baik pada tingkat 
struktural maupun fungsional 
yang  terkait dengan kesalahan 
dalam menghasilkan bentuk 
dan menggunakan fungsi komu-

nikatif yang tepat,” ujar Prof. 
Effendi Kadarisman, (7/12).

Menurut Prof. Effendi Kada-
risman, Linguistik penting dan 
perlu dikuasai oleh (calon) peng-
ajar Bahasa Inggris untuk mem-
bantu mengatasi kesalahan 
bahasa oleh pembelajar, yang 
umumnya berkaitan dengan 
tiga komponen bahasa. Yakni 
kosakata, tata bahasa, dan pe-

lafalan. ”The better you know 
about Linguistics, the 

better you are able to 
describe and explain 
the nature of any lang-
uage phenomena-not 

only errors in English, 
but also poetry and hu-

mor,” ungkap Prof. Effendi 
Kadarisman, menutup materinya.

Prof. Effendi Kadarisman juga 
menyelingi beberapa humor 
cerdas dan tips belajar dan meng-
ajar linguistik serta membagikan 
pengalamannya dalam mem-
berikan umpan balik untuk ma-
hasiswanya. Pada kesempatan 
ini, dia juga memberikan bebe-
rapa kasus kesalahan bahasa 
dan mengoreksinya bersama 
peserta kuliah umum. 

Seluruh peserta sangat antu-
sias dalam mengikuti kuliah 
umum. Hal ini dibuktikan den-
gan komentar  positif para pe-
serta melalui streaming di YouTu-
be dan banyaknya pertanyaan 
yang diberikan oleh peserta saat 
sesi tanya jawab. (*/pra/by)

PBI UAD Gelar Kuliah 
Umum Applied Linguistics

DANA HIBAH PARIWISATA

Kepengurusan Dapat Diperpanjang 
Enam Bulan setelah PON

JOGJA, Radar Jogja - KONI DIJ menyambut baik sejumlah 
perubahan kebijakan dalam AD/ART KONI pusat. Hal itu 
seperti yang ditetapkan dalam kegiatan Musornaslub yang 
digelar KONI Pusat secara virtual, Senin (7/12). 

Salah satunya kebijakan tersebut yakni terkait 
perpanjangan masa bakti kepengurusan Anggota KONI 
Pusat yang akan berakhir pada tahun 2021 mendatang. 
Ketua Bidang Pembinaan Organisasi KONI DIJ Nolik 
Maryono menjelasakan apabila terdapat KONI Provinsi/
daerah, Pengurus Besar (PB), maupun Pengurus Pusat 
(PP) cabor yang berakhir masa kepengurusannya.

Sekaligus bersamaan dengan ajang olahraga 
multievent besar skala nasional seperti PON. Sehingga 
dapat diperpanjang sampai dengan enam bulan setelah 
PON. ”Aturan ini sebelumnya mencantumkan dapat 
diperpanjang hingga tiga bulan,” ujarnya saat mengikuti 
Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa 
(Musornaslub).

Dalam Musornaslub kemarin juga ditetapkan ketua 
umum (Ketum) pengurus cabor dan badan fungsional 
anggota KONI diperkenankan untuk dipilih sebanyak 
tiga kali. ”Dengan persyaratan tambahan jika dalam 
kegiatan pemilihan ketum ini tidak terdapat calon figur 
lainnya yang dapat dipilih. Juga harus memiliki 
dukungan 75 persen dari anggota cabor maupun badan 
fungsional,” katanya.

Di sisi lain, kebijakan krusial lain yang tetap dan tidak 
berubah juga ditegaskan dalam kegiatan Musornaslub. 
Yakni perihal larangan rangkap jabatan secara vertikal 
maupun horizontal. Terutama untuk unsur pimpinan 
dalam sebuah organisasi olahraga baik KONI Provinsi/
Daerah maupun cabor. Dalam anggaran dasar 
anggararan rumah tangga (AD/ART) KONI telah 
tercantum dan dijelaskan sebelumnya. 

Sementara itu, Ketua Umum KONI DIJ Djoko Pekik 
Irianto mengatakan pihaknya akan mengembalikan 
kepada Anggota KONI DIJ terkait dengan pengajuan 
perpanjangan masa bakti kepengurusan tersebut. 
Sebab, masa bakti Kepengurusan KONI DIJ akan habis 
pada tahun 2021 mendatang. (ard/pra/by)
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KADRI RENGGONO
Asisten Sekda Bidang 

Perekonomian dan 
Pembangunan Setda Kota Jogja
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DUNIA pendidikan menjadi 
salah satu sektor yang menjadi 
sasaran Badan Narkotika Na-
sional Provinsi (BNNP) DIJ. Hal 
itu mengingat banyaknya peng-
guna narkoba yang sudah mu-
lai mencoba sejak duduk di 
bangku sekolah. 

Kepala BNNP DIJ Soetarmono 
mengatakan, saat ini jumlah penya-
lahgunaan narkoba tertinggi dari 
kalangan pekerja. Dari hasil pe-
nelusuran alasan mereka meng-
gunakan narkoba sebagai dopping 
karena tekanan pekerjaan, me-
rasa secara finansial mampu 
membeli narkoba maupun sudah 

mencoba sejak sekolah. 
”Banyak pengguna ternyata 

sudah menggunakan sejak se-
kolah, hingga menjadi pekerja,” 
ujarnya dalam diskusi ”Advo-
kasi Pembangunan Berwawasan 
Anti Narkoba di Lingkungan 
Institusi Pendidikan” di Kepa-
tihan, Rabu (27/7).

Soetarmono mengatakan, 
pengguna narkoba yang sudah 
dimulai sejak sekolah tersebut 
yang harus dicegah. Dari hasil 
penelitian Puslitkes UI dan BNN, 
diketahui ternyata alasan siswa 
usia sekolah menggunakan nar-
koba karena coba-coba.

”DIJ ini menjadi sasaran karena 
banyak anak usia sekolah disini, 
ada kiriman uang dari orang 
tuanya,” ungkapnya.Salah satu 
yang akan dikerjakan dengan 

melakukan sosialisasi ke sekolah-
sekolah. Termasuk dengan penyi-
apan pedoman standar teknis. 
Diharapkan nantinya semua se-
kolah bisa melaksanakan.

Soetarmono menambahkan, 
untuk materi kurikulum pendi-
dikan anti narkoba di sekolah, 
di DIJ sudah dicoba diterapkan 
di SD Muhammadiyah Sapen. 
Bukan berupa kurikulum khu-
sus, tapi materi anti narkoba 
diselipkan pada materi pembe-
lajaran lainnya. ”Setiap ada 
materi pembelajaran diselipkan 
kampanye antinarkoba,” ung-
kapnya. (pra/ila/c1)

Awalnya Coba-Coba, 
Akhirnya Terjerumus 

LINGKUNGAN

KEBAKARAN

PERUSAKAN
Berharap Diselesaikan 
Secara Kekeluargaan

BANTUL - Insiden pelemparan Kantor DPC PDIP 
Bantul Minggu (31/7) lalu memasuki babak baru. 
Jajaran pengurus DPC PPP Bantul berharap perkara 
yang melibatkan empat simpatisan partai berlambang 
Kakbah ini, diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. 
”Jangan sampai masuk ke pengadilan,” tegas Ketua 
DPC PPP Bantul Bariq Ghufron kemarin (7/8).

Sebagaimana diketahui, Kantor DPC PDIP Bantul 
pekan lalu dilempari batu. Pelakunya empat sim-
patisan PPP Bantul. Insiden pelemparan ini ter-
jadi usai acara Syawalan yang digelar DPC PPP 
Bantul di Gedung Gapensi. 

Tiga hari kemudian, tepatnya Selasa (2/8) keem-
patnya diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka 
oleh Polres Bantul. Bariq melihat insiden pelemparan 
di luar pantauan panitia acara syawalan. Sebab, pa-
nitia sendiri telah berupaya semaksimal mungkin 
mengantisipasi adanya berbagai gangguan ketertiban 
yang melibatkan simpatisan. 

Itu tampak dari ketatnya pengamanan selama 
acara.  ”Apalagi kejadiannya di ataS jam 12.00. Se-
telah acara selesai semua,” ungkapnya.

Menurut Bariq, jajaran pengurus DPC PPP telah 
menjalin komunikasi dengan DPC PDIP Bantul. Salah 
satu poinnya, menyampaikan permintaan maaf atas 
insiden pelemparan. Dari komunikasi ini, politikus 
PPP asal Banguntapan ini mengklaim pihak PDIP 
menyambut iktikad baik ini. ”Ini juga sebagai upaya 
agar persoalan ini tak berkepanjangan,” ujarnya.

Dari insiden ini pula, Bariq berkomitmen bakal 
melakukan evaluasi internal. Harapannya ke depan 
tidak terjadi persoalan serupa. Mengingat gesekan 
yang melibatkan simpatisan dua partai ini kerap 
terjadi. Terutama ketika ada agenda yang melibatkan 
massa. ”Ini harus dijadikan pembelajaran,” tegasnya.

Ketua DPC PDIP Bantul Aryunadi membenarkan 
perihal adanya komunikasi dengan DPC PPP. 
Menurutnya, DPC PPP telah mengakui bahwa 
pelaku pelemparan adalah simpatisan PPP. Pem-
bicaraan belum sampai ke arah penyelesaian 
perkara secara kekeluargaan. ”PPP sendiri kan 
juga sebagai korban to,” ucapnya.

Kendati belum ada pembicaraan, Aryun mene-
gaskan, DPC PDIP bakal memaafkan para pelaku 
pelemparan. Dengan catatan keempat pelaku menga-
kui kesalahannya, serta menyampaikan permintaan 
maaf kepada sejumlah pihak. Antara lain, PDIP, PPP, 
dan masyarakat Bantul. 

Kendati begitu, Aryun mengaku DPC PDIP belum 
berpikir mencabut laporan insiden pelemparan di 
kepolisian. ”Itu yang aktif polisi. Kami hormati pro-
ses hukum,” tandasnya. (zam/laz/c1)

Harus Disikapi Serius 
Pihak Terkait

GUNUNGKIDUL - Kasus kebakaran berurut-tur-
ut di pasar terbesar se-Gunungkidul, Argosari, 
hendaknya disikapi serius oleh pihak terkait. Sebab, 
dua kasus kebakaran yang terjadi belakangan di-
duga akibat buruknya pemasangan instalasi listrik.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Gunungkidul Budhi Harjo mengatakan, 
selama ini warga belum banyak yang mempedulikan 
masalah instalasi listrik. Terbukti belakangan ini ber-
gantian kios Pasar Argosari, Wonosari, terbakar. ”Kami 
menduga mereka mamasang instalasi listrik sendiri dan 
dilakukan asal-asalan. Ini yang sering memicu penyebab 
terjadinya kebakaran,” kata Budhi Harjo kemarin (7/8).

Dia menjelaskan, peristiwa kebakaran kios pasar 
Sabtu (6/8) dinihari harus disikapi secara serius. 
Dua kios ludes di lalap api meliputi kios yang se-
lama ini menjual peralatan dapur dan pecah-belah.

Api membesar merembet kios lain. Belum diketa-
hui pasti penyebab kebakaran. Namun kecurigaan 
awal tetap pada aliran listrik yang arus pendek 
(korsleting). Tim Inafis Satreskrim Polres Gunung-
kidul mendatangi TKP untuk memeriksa beberapa 
kemungkinan yang menjadi penyebab pasti.

Kaur Bin Ops Reskrim Polres Gunungkidul Ipda 
Pujiyono mengaku masih menyelidiki dan mengim-
pulkan bukti guna memastikan penyebab dari keba-
karan itu. Setelah melakukan olah TKP, baru dapat 
dianalisa dan dievaluasi. ”Arus listrik yang besar dan 
kabel yang tidak SNI itu bisa menyebabkan terjadinya 
korsleting listrik. Namun kami belum bisa memasti-
kan, apakah sebabnya karena itu. Biar Tim Inafis 
bekerja dulu,” kata Pujiyono. (gun/laz/c1)

Satu di Antaranya 
Buta Usai Tenggak 
Miras Oplosan

BANTUL - Lagi, minuman keras 
(miras) oplosan merenggut nyawa. 
Tiga orang dilaporkan meregang 
nyawa usai menenggak minuman 
haram itu. Ketiganya adalah Gi-
yanto, 52, warga Dusun Gesikan, 
Wijirejo, Pandak; Seta Lenggoro, 

43, warga Dagen Ringinharjo, Ban-
tul; dan Widodo, 30, warga Kali-
pucang, Bangunjiwo, Bantul. 

Mereka menenggak miras oplo-
san di dua tempat berbeda. In-
formasi yang diperoleh Radar 
Jogja, Giyanto dan Seta minum 
miras oplosan Kamis (4/8). Ber-
sama tiga rekannya, mereka 
pesta miras di rumah Dalijo, Dusun 
Gesikan, siang hari.

”Malamnya baru terasa efeknya,” 
jelas Kapolsek Pandak AKP S Par-

min kemarin (7/8). Karena tidak 
kunjung sembuh, di antara me-
reka ada yang dilarikan ke rumah 
sakit. Menurut Kapolsek, Seta me-
ninggal dunia Sabtu (6/8) malam. 

Sedangkan Giyanto dinyatakan 
meninggal dunia di salah satu ru-
mah sakit kemarin pagi. ”Tiga orang 
lainnya masih dirawat. Tapi satu di 
antaranya buta,” ucapnya.

Hingga kemarin petang, Polsek 
Pandak masih memeriksa Dalijo. 
Statusnya masih sebagai saksi. 

Kapolsek mengungkapkan, ang-
gotanya  masih mengumpulkan 
berbagai keterangan. Itu untuk 
mengetahui asal-usul miras oplo-
san. ”Yang bersangkutan tidak 
ikut minum karena badannya 
sakit,” tambahnya.

Selain di Pandak,  warga Dusun 
Kalipucang, Bangunjiwo, Kasihan, 
bernama Widodo, 30, dilaporkan 
meninggal dunia usai menenggak 
miras oplosan. Informasinya, 
Widodo minum miras oplosan 

Kamis (4/8) lalu bersama satu 
temannya. 

Berbeda dengan pesta miras di 
Pandak, Widodo baru merasakan 
efek pada Sabtu (6/8), sehingga 
harus dirawat di rumah sakit. 
Namun kemarin dini hari Wi-
dodo meninggal dunia.    

Saat dikonfirmasi mengenai hal 
ini, Kasat Reskrim Polres Bantul 
AKP Anggaito Hadi Prabowo men-
gatakan, bakal mengecek kepas-
tiannya. (zam/laz/c1)

Tiga Orang Tewas, Tiga Opname

Belum Punya Pengelolaan 
Limbah Industri Komunal

SLEMAN - Keberadaan industri skala menengah 
dan rumahan di Sleman perlu dikontrol secara ke-
tat. Terutama dalam pengelolan limbah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sleman 
Purwanto mengakui, saat ini belum tersedia sarana 
dan prasarana pengelolaan limbah industri. Selama 
ini industri-industri di Sleman mengelola limbah 
mereka secara mandiri.

”Bila pemerintah yang menyediakan sarananya, 
maka akan lebih terkontrol. Jangan sampai hasil pen-
golahan limbah industri dimanfaatkan untuk kepen-
tingan yang tidak baik,” jelas Purwanto kemarin (7/8).

Di Sleman, ada dua industri tekstil yang mengha-
silkan limbah cair. Sementara itu untuk limbah pa-
ling banyak dihasilkan oleh industri skala rumahan 
seperti laundry dan industri tahu tempe.

Dia menjelaskan limbah tahu dibuang di Margoa-
gung, Seyegan, dan dikelola oleh masyarakat. Se-
dangkan untuk limbah laundry, dikelola oleh pe-
milik laundry sendiri.

Terkait air limbah, Purwanto mengatakan, pemkab 
menggalakkan keberadaan instalasi pembuangan air 
limbah (IPAL) komunal. Keberadaan IPAL sangat 
membantu menurunkan kadar bakteri ecoli di Sleman. 
”Apalagi Sleman masuk dalam kawasan resapan, ke-
beradaan IPAL komunal sangat penting,” jelasnya.

Salah satu IPAL komunal yang sudah dikelola dengan 
baik yakni IPAL komunal yang berada di Kecamatan 
Nganglik. Di sana IPAL komunal menjangkau 750 
sambungan rumah. ”Bahkan keberadaan IPAL yang 
ada di Dusun Mediro, Sukoharjo, ini jadi perconto-
han,” jelasnya. (bhn/laz/c1)

Bupati Sebut Urusan 
Budaya dan Pariwisata 
Perlu Dipisah agar Fokus

SLEMAN - Pemkab Sleman me-
nyatakan kesiapannya menjalan-
kan PP No 8 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah. Kajiaan tengah 
dilakukan untuk perombakan 
organisasi perangkat daerah (OPD).

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Sle-
man Iswoyo Hadiwarno menarget-
kan, hasil kajian perombakan OPD 
bisa diketahui Oktober mendatang. 
Target itu berdasarkan arahan pe-
merintah pusat di mana tahun ini 

perombakan OPD sudah dilakukan. 
”Nanti tergantung kriterianya, apa-
kah masuk instansi tipe A, B, atau 
C. Sekarang tim sedang bekerja 
untuk proses kajian kelembagaan 
mengacu PP itu,” kata Iswoyo saat 
dihubungi kemarin (7/8).

Sebelum disahkan, hasil kajian akan 
dibahas bersama legislatif untuk 
kemudian ditetapkan sebagai pera-
turan daerah berikut pengisian sum-
ber daya manusianya. Setelah me-
nyelesaikan pengkajian dan rekomen-
dasi dihasilkan, maka SKPD yang 
berbersangkutan akan diundang. 
Pria yang juga menjabat Kepala Ba-
dan Kepegawaian Daerah (BKD) ini 
mengatakan, berdasarkaan PP itu 

nantinya tidak ada lagi instansi kan-
tor, karena akan diganti dengan se-
butan badan atau dinas. Dijelaskan, 

pihaknya belum mengetahui SKPD 
mana sajakah yang bakal dirombak 
nantinya mengingat kajian belum 
mendapatkan hasil pasti. 

Namun demikian, dia mengisya-
ratkan bahwa urusan kebudayaan 
dan pariwisata yang selama ini 
menyatu di Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata (Disbudpar) kemun-
gkinan juga bakal dipisahkan da-
lam instansi tersendiri. ”Dua ke-
bidangan ini memang terlalu 
rumit bila diampu satu instansi 
saja,” jelasnya. Sementara itu Bu-
pati Sleman Sri Purnomo menyebut, 
pemisahan kelembagaan dan ke-
wenangan memang diperlukan 
dalam beberapa instansi. Di an-

taranya Disbudpar yang juga me-
nangani pengelolaan dan peng-
gunaan dana keistimewaan.

Menurutnya, urusan budaya dan 
pariwisata perlu dipisahkan agar 
lebih fokus dalam kinerjanya. 
Tergabungnya kedua urusan itu 
dalam satu instansi menjadi penye-
bab serapan danais di Sleman 
masih rendah, sekitar 56 persen 
hingga pertengahan tahun ini.

”SKPD mestinya dipisah. Supaya 
budaya lebih fokus dan pariwi-
sata juga bisa dieksplore lebih 
jauh lagi. Mudah-mudahan tahun 
depan pengajuan dan serapan 
Danais bisa lebih banyak lagi,” 
jelasnya. (bhn/laz/c1)

Oktober, Hasil Kajian Perombakan OPD

Andalkan Inung, PAN 
Sokong Heroe Poerwadi

JOGJA – wwPerhelatan Pemi-
lihan Wali Kota (Pilwali) Jogja 
2017 kian bergairah. Afiliasi dua 
pratai politik (parpol) yang ber-
basis massa keagamaan Muham-
madiyah dan Nahdlatul Ulama 
(NU) mulai tampak. Partai Ke-
bangkitan Bangsa (PKB) memas-
tikan diri mendukung Imam 
Priyono (IP), kandidat yang di-
usung PDI Perjuangan. Parpol 
dengan basis massa NU ini meya-
kini bahwa petahana yang kini 
menjabat wakil Wali Kota Jogja 
itu bakal mendapatkan rekomen-
dasi dari DPP PDIP.

Ketua DPC PKB Kota Jogja Ri-
yanto menegaskan, dukungan 
terhadap IP mutlak, setelah pi-

haknya bertemu pengurus DPC 
PDIP Kota Jogja. ”Kami melihat-
nya karena figur Imam Priyono,” 
tegasnya kemarin (7/8).

Dukungan PKB tak lepas ka-
rena IP telah mengantongi surat 
tugas dari DPP PDIP. Artinya, IP 
tinggal menunggu rekomendasi 
dari DPP. ”Jika rekomendasi ber-
kata lain, kami akan koordinasi 
lagi,” lanjutnya.

Menurut Riyanto, dukungan 
terhadap IP merupakan aspi-
rasi kader dan simpatisan ting-
katan bawah. Aspirasi tersebut 
kemudian diolah dan menjadi 
keputusan resmi partai.

DPC PKB Kota Jogja tak mengaju-
kan nama sebagai pendamping 
IP. Sebab, partai berlambang 
bola dunia itu hanya bisa men-
dukung balon yang diusung par-
pol lain karena tak memiliki 

kursi di DPRD Kota Jogja. ”Sia-
papun calon wakilnya tetap 
kami dukung,” tandasnya.

 Sementara, Partai Amanat Na-
sional (PAN) mulai mengerucut 
untuk mendukung satu nama, 
Heroe Poerwadi. Setidaknya, hal 
itu tampak dari gelagat para peng-
gerak partai berlambang mata-

hari yang makin aktif Heroe 
Poerwadi. Meskipun, dalam se-
tiap kesempatan turun lapangan 
mereka tetap menyebut nama 
Arif Noor Hartanto (Inung), yang 
notabene kandidat usulan bak-
al calon (balon) wali kota dari 
DPD PAN Kota Jogja.

Meskipun kans Heroe Poer-
wadi cukup lebar, DPD PAN 
Kota Jogja tetap berkaca diri. 
Apalagi, perolehan lima kursi di 
DPRD mengharuskan PAN ber-
koalisi dengan partai lain.

 ”Tetap realistis. Kami tawarkan 
Mas Inung untuk posisi AB 1 A. 
Sedangkan AB 2 A ada Pak Heroe,” 
ujar Sekretaris DPD PAN Kota 
Jogja Rifki Listianto. Rifki men-
jelaskan, dua nama itulah yang 
selalu mereka tawarkan setiap 
kali lobi politik ke parpol lain.

Jika parpol calon koalisi sudah 

memiliki kandidat dan mengin-
car posisi AB 1 A, PAN sodorkan 
Heroe Poerwadi untuk pendam-
ping. ”Yang menimbang biarkan 
DPP masing-masing parpol. Yang 
jelas, DPP pasti sudah berkomu-
nikasi antar-parpol,” katanya.

Terpisah, Ketua Badan Peme-
nangan Pemilu (Bapilu) DPC 
PDIP Kota Jogja Foki Ardianto 
membenarkan adanya perte-
muan dengan jajaran PKB 
Kota Jogja pada Jumat (5/8). 
Bagi PDIP, kata Foki, dukungan 
PKB menjadi modal meraup 
suara nahdliyin, sebutan untuk 
warga NU. Foki memperkirakan 
dukungan nahdliyin bisa men-
capai delapan ribu suara.”Ini 
sesuai dengan visi dan misi Pak 
IP untuk memperjuangkan to-
leransi beragama di Kota Jogja,” 
katanya. (eri/yog/c1)

PKB Dukung IP karena Surat Tugas DPP PDIP

 Imam Priyono 

Dua kebidangan 
ini memang 

terlalu rumit bila 
diampu satu 
instansi saja” 

ISWOYO HADIWARNO 
Plt Sekda Sleman 


